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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Alizya Dwi Andini *
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum **
Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi**

Akta Utang Piutang dibuat karena perbuatan melawan hukum berarti bahwa salah
satu pihak dalam perjanjian utang piutang telah melanggar Undang-Undang dan
melanggar hak subjektif orang lain. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok
pembahasan, adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang
di Indonesia?, Bagaimana perbedaan antara akta utang piutang dengan akta
pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia,? Bagaimana Analisis Putusan
Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum
berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn?.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan
menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan
kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini,
penulis menganilisis Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap
perjanjian utang piutang di Indonesia masih sering menjadi permasalahan, karena
perjanjian yang dibuat cenderung menggunakan prinsip kepercayaan dan tidak sesuai
hukum perjanjian yang berlaku. Akta Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan
para pihak sedangkan Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya
utang (kreditur) sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang
dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum
terhadap kreditur. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Artinya bahwa orang
yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki itikad baik. Maka
sudah seharusnya terhadap orang demikian perlu penegasan dalam menjalankan
Putusan Hakim dengan cara meletakkan jaminan (beslag).

Kata Kunci: Akta Pengakuan Utang, Perbuatan Melawan Hukum.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu Hukum UNPAB Medan.
**  Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi llmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing | & Dosen
Pembimbing II.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah utang piutang bukanlah suatu hal yang asing dalam kehidupan
masyarakat. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan
pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur),
sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut
(debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.*

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada
orang lain atau kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka perjanjian
merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang.? Artinya terhadap
hubungan-hubungan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian supaya memiliki
kekuatan hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian

peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tujuan hukum itu

! Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,
hal. 9.
2 R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 127.



mulia yaitu untuk mengadakan keselematan, bahagia dan tata tertib dalam
masyaratakat.®

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian merupakan persetujuan
yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu
hal mengenai harta kekayaan.*

Dalam praktiknya banyak masalah terhadap perjanjian yang telah disepakati
bersama, ada faktor kesengajaan yang berarti bahwa faktor itikad tidak baik terhadap
apa yang sudah disepakati. Ada juga faktor ketidakmampuan melaksanakan isi
perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) telah ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
yang harus diikuti oleh para pembuat perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak
memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi sangat penting dalam pelaksanaan
suatu perjanjian, karena menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat.
Perjanjian yang sah juga menjadi landasan yang dapat diterima atau alat bukti yang
sah dalam sidang pengadilan, apabila terjadi masalah atau perselisihan dalam

pelaksanaan perjanjian tersebut.

% Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung, 1950,
hal. 9.

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.
225.



Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak Ingkar janji maka orang tersebut
telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang
melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan lagi
disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak
bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat memenuhi
prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak sebagaimana
mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.®

Dipersyaratkan ada tiga aspek penting dalam wanprestasi sekaligus harus
dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena kondisi memaksa. Cidera janji
padanan kata dari wanprestasi. Cidera janji merupakan pembelokan dari isi
perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau kedua belah pihak.®

Sepintas perbuatan wanprestasi hampir sama dengan perbuatan melawan hukum
jika tidak dipahami dengan teliti, namun pada prinsipnya perbuatan wanprestasi
termasuk dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) tentulah berbeda.

Untuk mendapatkan titik terangnya perlulah diketahui apa yang menjadi syarat

5> Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 80.
& Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, hal. 87.



perbuatan melawan hukum. Menurut Satrio, syarat-syarat PMH adalah sebagai
berikut:’
1. Melanggar hak subjektif orang lain.
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang.
3. Melanggar etika pergaulan hidup (goede zeden).
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.
Menurut J. Satrio wanprestasi termasuk perbuatan melawan hukum. Antara
keduanya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Wanprestasi sama dengan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam kedudukannya sebagai debitur.®
Perluasan makna perbuatan melawan hukum tersebut berimplikasi pada
terkategorinya perbuatan seseorang yang tidak saja hanya melanggar isi perjanjian
tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepantasan, asas kehati-hatian, dan asas
kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Debitur dikatakan
melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran karena ia tidak mau
menyerahkan suatu barang yang bukan haknya kepada yang lebih berhak, bahkan ia
tidak memberikan kontrak apapun atas penggunaan barang dimaksud.®
Secara praktik dan perkembangan hukum serta yurisprudensi, wanprestasi sama

dengan perbuatan melawan hukum, tetapi secara normatif dalam KUHPerdata

7 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, hal. 4.

8 Ibid, hal. 4-5.

% Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2004, hal. 73.



keduanya adalah berbeda, karena dasar pengaturannya juga berbeda. Wanprestasi
memiliki akibat hukum, antara lain bagi debitur yaitu: mengganti kerugian, dan objek
perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.

Suatu perjanjian dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika salah satu pihak
merasa dirugikan. Maka terhadap perbuatan tersebut si pembuat kerugian dan
pelanggar haruslah dipaksa untuk mengakui perbuatannya, seperti halnya dalam suatu
kesepakatan kerjasama, yang dasarnya adalah kepercayaan. Pihak yang dirugikan
dapat memaksa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut membuat
Akta Pengakuan Utang untuk mengganti kerugiannya dan sebagai jaminan
pembuktian.

Permasalahannya adalah sejauh mana penerapan hukum dalam membuat akta
pengakuan tersebut, serta bagaimana batasan-batasannya sehingga suatu akta
pengakuan utang dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak menjadi
cacat hukum di kemudian hari. Dari penjelasan di atas mengenai akta pengakuan
hutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalamnya terdapat unsur paksaan, mau
tidak mau pihak yang merugikan harus mengakui bahwa ia mempunyai utang
terhadap pihak yang dirugikan. Maka disinilah ketertarikan penulis untuk
mengangkat judul penelitian ini, untuk mengungkap sejauh mana penerapan
hukumnya dan batasan-batasan dalam membuat akta pengakuan utang sehingga

sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.

10 Handri Raharjo, Op.Cit., hal. 81.



Contoh timbulnya Akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum
adalah pada perkara dengan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn. Dalam
perkara tersebut Penggugat merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap Tergugat, yang mana sebelumnya Tergugat merupakan
perusahaan tempat si Penggugat bekerja berdasarkan perjanjian kerja.

Adapun permulaan sengketa Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat
merupakan karyawan pada Tergugat dan telah bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun
sebagai Marketing penjualan pupuk. Namun penggugat melakukan perbuatan
melawan hukum dengan tidak menyerahkan hasil penjualan pupuk kepada Tergugat
sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
empat ribu Rupiah), ini tentunya menjadi utang si Penggugat. Artinya bahwa
Penggugat telah melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat.
Maka sebagai pihak yang dirugikan, Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui
utang tersebut melalui pembuatan Akta Pengakuan Utang di hadapan Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta
Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor :

657/Pdt.G/2017/PN Mdn)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan antara akta utang piutang dengan akta pengakuan utang
menurut hukum perdata di Indonesia?
3. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang
akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor

657/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di
Indonesia.

2. Untuk menganalisis perbedaan antara akta utang piutang dengan akta
pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia.

3. Untuk menganalisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang
akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor

657/Pdt.G/2017/PN.Mdn.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat
penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan
wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan
Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.
2. Manfaat Akademis
Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam
menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan.
3. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan
masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Timbulnya

Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah

dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan



browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan
judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Nia Mardianto, NIM: 0771010004. Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul
penelitian skripsi : “Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi
Jaminan Kredit Harta Kekayaan”, Pelaksanaan penelitian tahun 2012, dengan
perumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah peranan grosse akta pengakuan hutang dalam penyelesaian eksekusi
jaminan kredit?

b. Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di
Pengadilan Negeri ?

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa skripsi Nia Mardianto
membahas grosse akta pengakuan utang dan penyelesaian eksekusi jaminan kredit
yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Muhammad Novandy Haroen, NIM: 0606080170. Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, dengan judul penelitian skripsi:
“Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian

Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Dengan Bank Century (Putusan PN

1Nia Mardianto, Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit
Harta Kekayaan, http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/filel.pdf ,diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:30
WIB.



http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/file1.pdf
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Nomor: 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST)”, Pelaksanaan penelitian tahun 2012,

dengan perumusan masalah sebagai berikut:?

a. Apakah konsep dari suatu perbuatan melawan hukum ?

b. Apakah argumen-argumen yang mendasari gugatan perbuatan melawan
hukum oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka terhadap Bank Century, serta
gugatan balik (rekonpensi) Bank Century terhadap PT. Pandu Dana Utama
Berjangka ?

c. Apakah dalil perbuatan melawan hukum yang digunakan baik oleh PT.
Pandu Dana Utama Berjangka dalam gugatannya maupun Bank Century
dalam rekonpensi sudah selesai sesuai dengan unsur-unsur perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Novandy
membahas tentang konsep, gugatan, dan dalil perbuatan melawan hukum yang
berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

3. Skripsi oleh Hendri Eriyan Rezqi Putra, NIM:C100140140. Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul

penelitian skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

12Muhammad Novandy Haroen, Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor :
70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST), http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-
Analisis%20yuridis.pdf, diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:50 WIB.
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Akibat Penerbitan Surat Tagihan Kartu Kredit Fiktif”’, Pelaksanaan penelitian

tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan
Melawan Hukum Pada Putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt ?

b. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Ganti Kerugian pada Putusan
No0.84/Pdt.G/2014/PN.Skt ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Hendri
membahas tentang perbuatan melawan hukum akibat penerbitan surat tagihan
kartu kredit yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan ketiga penelitian skripsi di
atas yaitu penulis membahas sekaligus tentang Timbulnya Akta Pengakuan Utang
Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dan penulis juga melakukan analisa terhadap
pertimbangan hukum hakim dan terhadap amar putusan hakim. Sedangkan ketiga
penelitian skripsi di atas tidak ada yang membahas selengkap pembahasan penulis.
Pembahasan ketiga penelitian skripsi di atas memasukan Perbuatan Melawan Hukum
dalam perjanjian kredit, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini penulis tidak
menggunakan perjanjian kredit. Dari penjelasan ini terungkap fakta bahwa penelitian

skripsi penulis ini berbeda dengan penelitian skripsi lainnya.

8Hendri Eriyan Rezqgi Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat
Penerbitan Surat Tagihan Kartu Kredit Fiktif,
http://eprints.ums.ac.id/65566/9/NASKAH%20PUBLIKASI. Pdf, di akses tgl 20 Maret 2019, pkl
10:15 WIB.
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F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pengertian analisis adalah
penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).!*

Menurut Surayin menyatakan bahwa analisis adalah kegiatan merangkum
sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau
memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk
kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalah.®®

Dalam Kamus Hukum pengertian Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu
perkara.'® Pada penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis
terhadap putusan vyaitu kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-
komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian
menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang
berlaku sebagai pemecahan permasalahannya, adapun contoh kasus berasal dari

dalam putusan. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneia, Jakarta, 2008, hal. 58.

15 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Wijaya, Bandung, 2001., hal. 10.

16 Tim Beranda Yusticia, Kamus Islilah Hukum Super Lengkap, C-Klik Media, Yogyakarta,
2018, hal. 479.
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lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar
atau jawaban atas permasalahan.’
2. Pengertian Akta Pengakuan Utang

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta adalah surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian.!® Pitlo
dalam buku Daeng Naja, pengertian akta adalah surat-surat yang ditandatangani,
dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan untuk keperluan siapa
surat itu dibuat.®

Dalam Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 285
Recshtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), menyatakan bahwa : Akta
Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para
ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum
di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir
ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris adalah akta otentik

83.

"Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.Hal.

18 I bid.
19 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Y ustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1.
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yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Iswi Haryani pengertian akta pengakuan utang adalah suatu akta
yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya
mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah
yang pasti (tetap) dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara
debitur dan kreditur yang dimuat dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian
kredit. Akta pengakuan utang dapat dibuat dengan menggunakan akta autentik dan
dapat pula dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan.?

3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 B.W. (burgelijk wetboek atau KUHPerdata) yang terkenal sebagai
Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrectmatigedaad)
memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan
hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di
Negeri Belanda tentang arti dari pada “onrechtmatigedaad” ini.?

Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) memuat ketentuan sebagai berikut: “tiap
perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

mengganti kerugian tersebut”.

20 Iswi Haryani, Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya), Ghalia
Indonesia, 2013, hal. 18.
2IR. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal. 75.
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Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, maka
“onrechtmatigedaad” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit,
yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang.
Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.??

4. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi kata “utang” adalah
uang yang dipinjamkan dari orang lain, dan defenisi kata “piutang” adalah uang
yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).%

Dalam Pasal 1754 KUHPer mendefenisikan utang piutang adalah perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan
mutu yang sama pula.

Menurut Soerjopraktiknjo pengertian utang piutang adalah suatu perjanjian

dimana pihak yang satu (kreditur) menyerahkan atau melepaskan dari pihak

2Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W, NuansaAulia, Bandung, 2014, hal.
189.
23 poerdarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1136.
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lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama yang

dan keadaan yang sama.?

G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang
ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah
tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai
apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap Timbulnya Akta
Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum. Dengan menganilisis
Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas
masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala
hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Timbulnya Akta

Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

24 Hartono Soerjopraktiknjo, Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan
Hipotyk, Seksi Notarit FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 1.
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3. Jenis Penelitian
Jenis penilitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada
dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan,
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn.
4. Metode Pengumpulan Data
Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library
Reseach) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah
mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang
dilakukan bukan aktivitas yang bersifat trial and error.
5. Jenis Data
a. Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer
Data yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer,® dalam penelitian ini data
hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku,
dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder,?® dalam penelitian ini bahan hukum tersier yakni data yang
bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus
hukum.
6. Analasis Data
Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di
analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis
data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam
masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum

berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip

%5 Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.
26 Ibid.
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hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Akta

otentik, utang piutang, perjanjian, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB | Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il Penerapan hukum Terhadap Perjanjian Utang Piutang di Indonesia,
terdiri dari : Dasar hukum perjanjian di Indonesia, para pihak dalam perjanjian
Utang Piutang, dan Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang.

BAB Il Perbedaan Antara Akta Utang Piutang Dengan Akta Pengakuan
Utang Menurut Hukum Perdata Di Indonesia, terdiri dari : Keabsahan Akta
Pengakuan Utang, Akibat Hukum Terjadinya Akta Pengakuan Utang, dan
Perbedaan Antara Akta Utang Piutang dengan Akta Utang Piutang.

BAB IV Analisis Putusan Hakim Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan
Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor :
657/Pdt.G/2017/PN.Mdn, terdiri dari : Kasus Posisi, Dasar dan Pertimbangan
Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara, dan Analisis Terhadap Putusan
Hakim Dalam Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB |1
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DI INDONESIA

A. Dasar hukum Perjanjian di Indonesia

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut KUHPerdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan
adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang
membuatnya, layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang. Surbekti mengatakan
bahwa perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam
bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu.?’

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah
pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak
kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum
disebut sebagai “Prestasi”.

Berdasarkan Pasal Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi

tersebut dapat berupa :

27R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2017, hal. 1.
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1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau
persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233
KUHPerdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan
(perjanjian) dan Undang-Undang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan
yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan
yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (Zaakwaarneming) dan perikatan yang
lahir dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir
karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang
dilahirkan oleh istrinya.?®

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut
bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang
lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena
suatu perbuatan orang.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh undangundang untuk

tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada

28 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, Jakarta, 2008,
hal. 7.
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kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan diri untuk

melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya menciptakan

hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat perjanjian, hal tersebut
didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat hukum dengan lingkup terbatas
yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu hukum lain yang lebih mendasar dan
berlaku umum. Disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (Consensus)
dari kedua belah pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya
mengikatnya suatu undang-undang.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam

Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:?°

1. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika
tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.

2. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga
jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undangundang yang
mengaturnya.

3. Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika

para pihak memperjanjikannya.

2 Hamanto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai
Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia), Jurnal Pembaruan Hukum, VVolume 1V,
Nomor 1, April 2017, hal. 67.
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Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian,
yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Azas-azas hukum perjanjian
meliputi:*°
1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah

lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian
tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
mengenai syaratsyarat sahnya perjanjian.

2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas
untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal
1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

sah mengikat sebagai Undang-Undang.

B. Para Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat ditemukan unsur para pihak yaitu yang
mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mengikatkan dirinya terhadap orang
lain. Artinya bahwa harus ada 2 kubu atau dua pihak dalam suatu perjanjian. Oleh
karena itu, dalam perjanjian utang piutang juga harus memenuhi ketentuan dalam

Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.

%0 1bid.
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Dalam kehidupan manusia, tentang utang piutang bukanlah hal yang asing di
telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang
piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan
objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu
sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau “kreditur”, sedangkan pihak yang lain
adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut atau “debitur”. Dimana uang
yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
yang diperjanjikannya.®!

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban
kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang
adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur kemudian debitur wajib
mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya
sesuai kesepakatan. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara
mengangsur setiap bulan.®2

Dalam pemberian pinjaman uang atau utang yang tertuang dalam suatu
perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena
resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya
secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar

belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah

31 Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 9.
32 Ibid.
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kegagalan melaksanakan perjanjian atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-
resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama
oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan kepercayaan
dan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk
membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Artinya bahwa sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu
diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit
mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya
(wanprestasi) debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur
dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan
pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu
barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu
perjanjian utang piutang diisyaratkan ada 2 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu
pemberi pinjaman uang atau utang (kreditur) dan pihak penerima pinjaman uang

(debitur).

C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang
Suatu perjanjanjian utang piutang sah menurut hukum apabila memenuhi

keharusan yang diwajibkan oleh hukum perdata terkait dengan pembuatan perjanjian.
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Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; apabila salah
satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif,
yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal
demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian
telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-
Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa: “Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
Membuatnya”.

Adapun penjelasan tentang syarat-syarat perjanjian, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat yang dimaksudkan di sini adalah persesuaian kehendak para

pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sedangkan Herlien
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Budiono dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih, berpendapat bahwa kesepakatan
di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. Kesepakatan di
antara mereka pun harus dikatakan sepakat mengenai prestasi yang hendak
dicapai. Prestasi di sini diartikan sebagai prestasi yang diberikan berikut pula
diterima oleh para pihak.*

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-
hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian paham
dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut sebagai
detik tercapainya kesepakatan. Selanjutnya Subekti menjelaskan bahwa
pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang
hendak mengikatkan dirinya adalah pernyataan yang dapat menjadi dasar dari
suatu perjanjian.3

Undang-Undang tidak memberikan suatu defenisi mengenai arti
kesepakatan, akan tetapi timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan pendekatan-
pendekatan teori yang ada dan berkembang hingga saat ini. Kesepakatan
memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (offer) dan unsur penerimaan

(acceptance). Saat bertemunya penawaran dan penerimaan inilah yang dapat

33 Johannes Ibrahim Kosasih, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam
Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 45.
34 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 26.



28

dikatakan sebagai saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak sehingga
melahirkan suatu perjanjian.
Di bawah ini beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan
lahirnya kesepakatan sebagai berikut.
a. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut teori ini kehendak adalah penyampaian maksud dari salah
satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin,
melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika
terdapat kesamaan kehendak atau kesamaan maksud di antara para pihak,
maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir
suatu perjanjian. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Menurut teori
ini haruslah dipegang teguh tentang adanya persesuaian kehendak antara
kedua belah pihak. Apabila kehendak dari kedua belah pihak berselisih,
maka tidak dapat dikatakan terjadi kesesuaian kehendak dan tidak dapat
dikatakan telah lahir suatu perjanjian.*®

b. Teori Pernyataan (Verklaring Theorie)

Teori pernyataan memiliki titik tolak pada pernyataan yang diutarakan

oleh para pihak. Kesepakatan dianggap sudah terjalin apabila para pihak

telah mengungkapkan apa yang diinginkan. Lain masalahnya apabila

% R. Subekti, Op. Cit., hal. 56.
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ternyata tidak sesuai dengan kehendak. Kesepakatan dianggap tetap ada
setelah pihak yang satu telah mendengar pernyataan dari pihak lainnya.
c. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)

Teori kepercayaan merupakan teori pernyataan yang diperlunak. Teori
ini tetap menekankan pada pernyataan salah satu pihak yang diutarakan
para pihak lainnya. Namun agar dari pernyataan dikatakan sebagai
kesepakatan tolak ukurnya adalah pernyataan yang sesuai dengan
kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan munculnya kepercayaan.®’

Walaupun terdapat berbagai teori , untuk menentukan saat terjadinya
persesuaian antara kehendak dan pernyataan, menurut Sudikno
Mertokusumo yang dikutip oleh Irwan Soeodjo, ada lima cara
menyampaikan pernyataan yang dianggap sesuai kehendaknya, yaitu
dengan:

1) bahasa yang sempurna dan tertulis;

2) Bahasa yang sempurna secara lisan;

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain yang
berkontrak;

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; dan

3% R.M. Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 89-90.
$"Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang
Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 76.
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5) Diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain
yang menjalin perjanjian itu”.

Selanjutnya dalam hal Pasal 1321 KUHP Perdata, menyatakan bahwa:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan,

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Kekeliruan/Kesesatan (Dwaling)

Mengenai kekeliruan/kesesatan, kita dapat melihat pemahamannya
dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Kekeliruan hanya dapat dijadikan
alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang menyangkut hal pokok
dalam perjanjian. Adapun mengenai subjek, kekeliruan hanya terbatas
pada keterampilan subjek tersebut.

2) Kekerasan/Paksaan (Bedreiging/Dwang)

Kekerasan atau paksaan dalam konteks hukum perjanjian diatur
dalam Pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi, bila
tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat
menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang
terdekatnya, atau kekayaannya. Dapat dikatakan perbuatan tersebut
merupakan paksaan apabila salah satu pihak memberikan pernyataan

persetujuan karena didasarkan atas ketakutan akan adanya ancaman.
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Konteks ancaman di sini haruslah ancaman yang bentuknya memang

melanggar peraturan perundang-undagan.

3) Penipuan (Bedrog)
Aturan terkait penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam
1328 KUH Perdata. Disebut sebagai suatu penipuan apabila salah satu
pihak sedemikian rupa membuat pihak lain menyatakan berjanji ataupun
tidak berjanji. Penipuan ini terikat era dengan kesesatan hingga
menyimpang dari kebenaran. Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad
Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, sebagaimana dikutip oleh Erwin
Soedjijanto Josua, bahwa penipuan terjadi jika pihak yang satu
memberikan keterangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan,
sehingga membuat pihak lain terbujuk untuk memberikan persetujuan
atau bersepakat mengenai hal tersebut. Sejalan itu juga dengan Herlien
Budono yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu penipuan apabila
dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan orang
lain, menyembunyikan fakta memberikan informasi yang keliru ataupun
bentuk tipu daya lainnya.
d. Dibuat dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van
Omstandigheden)

Secara peraturan perundang-undangan, tidak ada yang mengatur secara

spesifik mengenai penyalahgunaan keadaan. Namun dapat kita lihat
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pengertiannya dalam beberapa doktrin ahli. Menurut Muhammad
Syaifuddin, penyalahgunaan di sini berkaitan dengan kondisi yang
membuat satu atau lebih pihak berada dalam keadaan yang tidak bebas
untuk membuat perjanjian. Menurut J. Satrio, penyalahgunaan keadaan ini
berkaitan dengan keadaaan yang bertentangan dengan ketertiban umum
atau kebiasaan yang baik. Keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adaupun ciri-ciri keadaan
yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaaan sebagaimana
dikutip oleh Erwin Soedjijanto Josua adalah:

1) Pada saat menutup kontrak, salah satu pihak dalam keadaan terjepit;

2) Karena keadaan ekonomis dalam menghadapi kondisi keuangan yang
mendesak;

3) Karena keadaan hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis salah
satu pihak, hubungan antara pekerja dan pemberi Kkerja, orang tua atau
wali dengan anak yang berada di bawah umur;

4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter
ahli atau spesialis;

5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timbang, dimana prestasi
salah satu pihak menjadi tidak seimbang Misalnya pembebasan
tanggung pemberi kerja terhadap penerima Kkerja;

6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
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Apabila pada saat kata sepakat tersebut terucap terdapat salah satu unsur
kecacatan kehendak, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak
sempurna. Dengan adanya salah satu saja unsur di atas, maka dapat
mempengaruhi keabsahan dari perjanjian antara para pihak. Perjanjian
dengan cacat kehendak memiliki akibat hukum berupa dapat
dibatalkannya perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada hakikatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya,
adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata terdapat
penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam hukum perdata
adalah Pasal 1330 KUHPerdata, dan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

Seseorang yang belum dewasa atau yang tidak cakap, tidak dibenarkan
secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal
1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk
membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak
cakap”.

Berkaitan dengan suatu persetujuan atau suatu perjanjian, dapat merujuk
pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
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c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah “Suatu hal tertentu “. Untuk mengetahui yang
dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam
Pasal 1132, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdata.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu”
adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang
dapat ditentukan jenisnya. “Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian
tidak harus selalu dalam bentuk barang, akan tetapi dapat pula dalam bentuk jasa.
4. Suatu sebab (kausa) yang halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perkataan ‘“sebab”
merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin
“causa” dalam perjanjian suatu hal tentunya tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.3®

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan bahwa kausa merpukan
salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang menunjuk perjanjian tanpa

sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, atau dengan kata

38 Johannes Ibrahim Kosasih, Op. Cit., hal. 54.
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lain tidak sah.3® Suatu sebab yang halal dirumuskan dalam Pasal 1335, Pasal
1336, dan Pasal 1337 KUHPerdata.

Dengan demikian, suatu perjanjian utang piutang dinyatakan sah dan
berkekuatan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
tersebut tanpa terkecuali, sehingga sesuatu perjanjian utang piutang dinyatakan
sah secara hukum atau tidak cacat hukum. Hal ini juga diperlukan untuk

menghindari sengketa di pengadilan di kemudian hari.

39 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 120.



BAB IlI
PERBEDAAN ANTARA AKTA UTANG PIUTANG DENGAN
AKTA PENGAKUAN UTANG MENURUT HUKUM PERDATA DI
INDONESIA

A. Keabsahan Akta Pengakuan Utang

Seperti dijelaskan dari awal bahwa Akta pengakuan hutang merupakan bentuk
perbuatan hukum sepihak secara sukarela dibuat oleh debitur dihadapan Notaris
untuk menambah keyakinan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Utang piutang
merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

Secara sepintas dapat diketahui bahwa akta yang sah adalah akta yang dibuat
dihadapan Notaris, jika seseorang dipaksa untuk mengakui utangnya sebagai bentuk
pertanggungjawabannya kepada kreditur, maka haruslah perbuatannya tersebut
dilaksanakan dan disetujui oleh seorang pejabat yang berwenang untuk itu atau
Notaris.

Subekti menyatakan bahwa Akta pengakuan hutang merupakan bentuk
perbuatan hukum sepihak secara sukarela dibuat oleh debitur dihadapan notaries

untuk menambah keyakinan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Utang piutang

36
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merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakannya.*°

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa Akta merupakan:

1. Perbuatan hukum (rechtshandeling).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti perbuatan hukum.

Berkaitan dengan itu, Pitlo mengemukakan fungsi dari pembuatan Akta utang
piutang, yaitu:*!

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
2. Alat pembuktian, dan
3. Alat pembuktian satu-satunya.

Dari pernyataan Plito tersebut, terlihat adanya suatu ketegasan bahwa akta itu
merupakan suatu alat pembuktian dan alat pembuktian satu-satunya. Apabila
berangkat dari pernyataan tersebut, maka tidak ada bukti lain yang kuat, yang
berkekuatan hukum selain dari sebuah akta.

Akta sebagai sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata,
yaitu:

1. Alat bukti tertulis;
2. Pembuktian dengan saksi;

3. Persangkaan-persangkaan;

40 R, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 9.
41 Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,
Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 52.
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4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Seperti diketahui bahwa akta berbentuk tulisan yang dibuat dalam bentuk surat.
Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sinaga, suatu surat disebut sebagai
akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*2
1. Surat itu harus ditandatangani;

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau
perikatan, dan
3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Dengan demikian, Akta pengakuan utang merupakan suatu alat pembuktian
yang sah secara hukum yang akhirnya disepakati oleh kedua pihak sekalipun
dilatarbelakangi oleh suatu masalah, dan dibuat dihadapan Notaris. Tidak dapat
disangkal lagi bahwa suatu akta pengakuan utang adalah sah dan memiliki kekuatan
pembuktian.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian, Deasy Soeikromo menyatakan bahwa
akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:*®
1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka

sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

42 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sinaga, Gross Akta Dalam Pembuktian Dan
Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 26.

43 Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara
Perdata Di Pengadilan, Jurnal, Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hal. 130.
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2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-
benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu terjadi;

3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa
pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada
pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

4. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik
mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan
seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat
“ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di
bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonansi ini adalah akta. Pada akta
otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah
tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditanda
tangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang
terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta
tersebut sebagai pihak dalam perjanjian, maka pihak yang mengajukan akta di bawah

tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan
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perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka Hakim harus memeriksa

kebenaran tanda tangan tersebut sesuai dengan kebenarannya.**

B. Akibat hukum terjadinya Akta pengakuan utang

Dalam suatu perjanjian diisyaratkan bahwa orang yang hendak membuat
perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri
dan bersepakat. Jadi, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau
harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menujukkan
adanya sifat sukarela para pihak. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan
adalah perjanjian hutang-piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di
masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan
kewajiban.

Dengan demikian, dalam pembuatan akta pengakuan utang akan menimbulkan
akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban itu
tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat, maka akan
menimbulkan akibat hukum pula. Maka, adapun akibat hukum dalam akta pengakuan

utang adalah:

* 1bid.
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1. Timbulnya hak dan kewajiban para pihak

Menurut Van Apeldoorn dalam buku Marwan Mas, mengemukakan
pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang oleh hukum diberikan
kepada seseorang atau badan hukum dan yang menjadi tantangannya adalah
kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu.
Artinya bahwa hak itu merupakan sesuatu yang melekat pada orang lain atau
badan hukum untuk mengakui kekuasaan itu.*®

Dan pengertian kewajiban adalah beban yang diberikan kepada seseorang
tersebut. sedangkan kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan
oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum, misalnya
kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya
karena ketentuan Undang-Undang.*°

Dengan berdasar pada penjelasan ahli mengenai hak dan kewajiban di atas,
maka penulis dapat menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam kesepakatan
Akta pengakuan utang memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Hak debitur sebagai penerima utang adalah terbebas dari segala tuntutan
hukum yang lain yang berkenaan dengan penerimaannya itu. Kewajibannya
adalah mengakui utangnya dengan membayar utang pokok serta bunganya,

dan denda-denda nya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

45 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 34-35.
46 Ibid.
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b. Hak kreditur sebagai pemberi utang adalah memberikan utang sesuai dengan
yang ditentukan (tidak kurang dan tidak lebih), berhak mendapatkan
uangnya kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan, berhak menerima
bunga uangnya sesuai dengan besaran yang ditentukan dan sesuai dengan
waktu yang dijanjikan, berhak menuntut debitur apabila tidak berprestasi dan
atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewajiban kreditur adalah
menyerahkan sejumlah uang yang dimintakan sebagai pinjaman oleh debitur
dan mengikuti segala yang diperjanjikan.

c. Hak Notaris sebagai pejabat yang berwenang adalah menerima honorarium
dari pihak kreditur dan debitur dan atau salah satu pihak sesuai dengan
kesepakatan, serta berhak untuk tidak dipaksakan kehendaknya oleh pihak
manapun berkaitan dengan keahlian dan kewenangannya. Kewajibannya
adalah menyusun, menulis, dan menandatangi akta pengakuan utang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan itu, serta
bersedia menerima segala tuntutan terkait dengan akta yang dibuatnya itu.
Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada

perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur,
tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:*’

47 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2011, hal. 21.



43

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbale
balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);
c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
2. Akibat hukum wanprestasi
Jika para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbul
akibat hukum baru, yaitu pertanggungjawaban atas tidak adanya prestasi para
pihak. Seperti membayar ganti rugi, dan sita jaminan.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, ada 3 macam wujud tidak memenuhi
perikatan, yaitu: 48
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
c. Debitur keliru memnuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan.
a. Ganti rugi
Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah
bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-

*8 1bid., hal. 18.
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undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada
dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).*°

Dalam Pasal 1243 KUHPerdata dirumuskan bahwa Penggantian biaya,
kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai
diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena
tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat
dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi itu
adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, kerugian
itu wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa
kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.
Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-undang
menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam

keadaan lalai (ingebrekestelling).

49 Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, VVolume 111, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284.
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Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi
akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan
Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada
pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang
sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan
tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita
kerugian karenanya.>°

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan
secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya
tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan
merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya
wanprestasi dari pihak debitur.sedangkan yang dimaksud dengan “bunga”
adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh
pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.>!

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari
suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain
pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian

tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian

50 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 223.
51 1bid, hal. 224.
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timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti
rugi.>?
b. Sita Jaminan

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena
dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan
sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan
dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak
akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.
Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi
secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan
piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta
kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.>

Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “beslag”.
Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak

ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk

52 | bid.

58 Fransisca Kurnia Harkmawati, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang
Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788
K/Pdt/2012), Jurnal llmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1.
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diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi agar
keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.>
Menurut Leihitu dan Fatimah, menyatakan bahwa sita dapat diartikan
sebagai penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang biasanya untuk
menjamin hak-hak atau piutang-piutang seseorang.>®
3. Akibat Hukum karena Perbuatan Melawan Hukum
Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat
ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata
memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap
perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata
adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
kelalaianya atau kurang hati hatianya”.%
Mengenai perbuatan melawan hukum disebut dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan

54 Wildan Suyuti, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa, Jakarta,
2004, hal. 20.

% Jzaac S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, Inti Dari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indoenesia,
Jakarta, 1985, hal. 39.

% Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama,
Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hal. 306.
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hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang
melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Hoffman dalam buku Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan bahwa
untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur,
yaitu:®’

a. Harus ada yang melakukan perbuatan (Er moet een daad zijn verricht);

b.  Perbuatan itu harus melawan hukum (Die daad moet onrechtmatig zijn);

c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (De daad moet
aan een ander schade heb bentoege bracht);

d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (De

daad moet aan schuld zijn te wijten).

C. Perbedaan antara Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang
Suatu grosse akta notaris umumnya diberikan kepada akta hipotek dan akta
utang piutang (atau biasa disebut akta pengakuan hutang) sebagaimana disebutkan
dalam pasal 224 HIR/ 258 RBG. Grosse akta selalu diberikan atas permintaan dari
kreditur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris pada bagian kepala akta
nya memuat irah- irah yang sama bunyinya dengan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

57 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana
Indonesia, Alumni, Bandung, 2012, hal. 34.
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Maha Esa” dan bagian akhir aktanya ditulis “Diberikan sebagai grosse pertama
atas permintaan ...... ” sehingga grosse akta tersebut memiliki kekuatan
eksekutorial >

Grosse akta pengakuan hutang notariil pada prinsipnya berbeda dengan akta
perjanjian kredit notariil, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:>°

1. Perjanjian kredit notariil merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yakni
pihak kreditur dan debitur, sedangkan akta pengakuan hutang hanya
merupakan suatu perjanjian sepihak yang ditandatangani oleh debitur saja.

2. Grosse akta pengakuan hutang notariil merupakan perbuatan hukum bersegi
satu karena akibat hukum. dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam
grosse. akta pengakuan hutang notariil tersebut hanya ditimbulkan oleh
kehendak dari satu subjek hukum (satu pihak) saja. Pada akta perjanjian kredit
notariil dapat dimasukkan berbagai klausula mengenai syarat- syarat dan
ketentuan kredit sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dengan
kreditur seperti klausula bunga, syarat pencairan, syarat penarikan dan denda
atau penalty, sedangkan pada Grosse Akta Pengakuan notariil hanya dapat
memuat mengenai kewajiban untuk membayar hutang sejumlah tertentu saja

tanpa mencantumkan klausulklausul lainnya.

%8 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sinaga, Op. Cit., hal. Hal. 18.

%9 Putu Devi Yustisia, dkk, Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam
Pemberian Kredit Perbankan, Jurnal limiah Prodi Magister Kenotarian, 2017-2018, diakses melalui
https://media.neliti.com/media/publications/241740-kedudukan-hukum-grosse-akta-pengakuan-hu-
9a491046.pdf, pada tgl 20 Juni 2019, pkl 11:32 WIB.
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3. Akta perjanjian kredit notariil hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti
biasa, sedangkan Grosse akta pengakuan hutang notariil dapat dipergunakan
sebagai alat bukti sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial.

4. Untuk mengeksekusi perjanjian kredit perlu dilakukan gugatan terlebih dahulu
kepada pihak debitur, sedangkan untuk mengeksekusi Grosse Akta Pengakuan
Hutang notariil maka tidak perlu dilakukan gugatan ke pengadilan.

Akta pengakuan utang tidak akan muncul sebelum terjadi perjanjian pokok
yaitu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam ada terlebih dahulu. Akta
pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya
oleh Notaris berupa Grosse akta dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini
diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris.

Surat pengakuan hutang diatur juga di dalam hukum acara perdata HIR
(Herzien Inlandsch Reglement) atau Reglement Indonesia Diperbarui (RID), untuk
diluar Jawa dan Madura berlaku Reglemen untuk di luar Jawa dan Madura berlaku
Reglemen untuk tanah sebrang yaitu R.Bg (Rechtsreglement buitengewestern).
Dalam HIR ketentuan mengenai surat pengakuan hutang ditemukan dalam Pasal
224 sedangkan dalam RBg pada Pasal 258 yang mengatakan bahwa surat asli
daripada surat hipotek dan surat utang, yang diperkuat dihadapan notaris di

Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-Undang”
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berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak
ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya, dengan perintah dan
pimpinan ketua pengadilan negri yang dalam daerah hukumnya orang yang
berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang
dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan
pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan
dengan kuputusan hakim. Jika hal keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau
sebagian dari daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan
menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan
berikutnya dituruti.®°

Kepastian serta kekuatan hukum yang mengikat terhadap suatu jaminan
pelunasan hutang merupakan hal yang sangat penting, sehingga suatu alat bukti
pengakuan hutang dan jaminan pelunasannya mendapat pengesahan yang dibuat
ke dalam suatu akta otentik dan didaftarkan guna menghindari perselisihan di
kemudian hari.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Akta Utang
Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak di hadapan Notaris yang
merupakan perjanjian pokok utang piutang, sedangkan Akta Pengakuan Utang

dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) atau si peminjam sebagai

80 Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 37-38.
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bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi

utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum terhadap kreditur.



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
657/Pdt.G/2017/PN Mdn

A. Kasus Posisi
Adapun kasus posisi atau kronologis dalam permasalahan pada Putusan Nomor :
657/Pdt.G/2017/PN Mdn, sebagai berikut:5
1. Bahwa Penggugat pada awalnya, selama sekitar 17 (tujuh belas) tahun,
Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pupuk, sehingga Penggugat
melakukan penjualan terhadap pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, akan
tetapi pada saat Gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak bekerja pada
Tergugat lagi dan Penggugat sedang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam
perkara ini Turut Tergugat merupakan seorang Notaris diantara Penggugat
dan Tergugat.
2. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret
2015, Penggugat ada menjual pupuk milik Tergugat kepada pihak lain,

dimana uang hasil penjualan pupuk tersebut belum Penggugat setorkan

81 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal. 1-6.
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kepada Tergugat, dimana terhadap hal tersebut, Pengugat bertanggung jawab
dan Penggugat akui sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa atas hutang-hutang pengambilan pupuk tersebut, antara Penggugat
dan Tergugat akhirnya sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang
dihadapan Turut Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan
Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, dimana jumah hutang Penggugat
kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh
empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga sangat berdasar
menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan
hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan;

Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April
2015 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadapan Turut Tergugat
sebagai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, maka
sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta
Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015;

Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April
2015 tersebut diatas, jangka waktu bagi Penggugat untuk membayar hutang
Penggugat tersebut secara mencicil adalah sampai dengan tanggal 25

Februari 2021;
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Bahwa atas hutang-hutang Penggugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang
diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran secara mencicil sejak
tanggal 25 April 2015 hingga Gugatan ini diajukandengan jumlah Rp.
193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga total sisa
hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 441.334.000 (empat
ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap hutang Penguggat kepada Tergugat yang pada awalnya
sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga
puluh empat ribu rupiah) tersebut, berdasarkan Pasal 2 Akta Pengakuan
Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas, atas hutang Penggugat
kepada Tergugat, Pengugat tidak dikenakan bunga uang, sehingga
seharusnya hutang Penggugat kepada Tergugat apabila ditotal dengan cara
pembayaran secara mencicil sampai dengan tanggal 25 April 2021
berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas
adalah tidak lebih dari Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta
tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa akan tetapi, jika dihitung total hutang Penggugat kepada Tergugat
yang harus Penggugat bayar secara mencicil berdasarkan Pasal 1 Akta
Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas adalah menjadi
sebesar Rp. 968.265.440,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus

enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dimana hal tersebut
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sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16
tanggal 25 April 2015;

Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor
16 tanggal 25 April 2015, jika dihitung selisih total cicilan yang harus
Penggugat bayar berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16
tanggal 25 April 2015 dikurangi dari hutang Penggugat yang sebenarnya
adalah Rp. 968.265.440 — Rp. 634.334.000 = Rp 333.931.440,- (tiga ratus
tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat
puluh rupiah), sehingga jelaslah bahwa telah terjadi kegiatan perbankan
tanpa ijin dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015
tersebut yang sifatnya menguntungkan bagi Tergugat dan merugikan bagi
Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pasal 1 Akta Pengakuan
Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 adalah tidak sah serta tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan pembayaran sebagian
hutang Penggugat kepada Tergugat secara mencicil dengan total cicilan yang
telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 193.000.000,-
(seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), maka sangat berdasar menurut
hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.



11.

12.

57

441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat
ribu rupiah);

Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan
hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, akan tetapi
alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat menerima Panggilan dari
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) berdasarkan Surat
Panggilan Nomor : S.Pgl/4135/X/2017/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober
2017, dimana setelah Penggugat membaca serta memenuhi panggilan
tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh
Tergugat atas hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25
April 2015 diatas;

Bahwa oleh karena hubugan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya
adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup
keperdataan, bila Tergugat beranggapan Penggugat tidak memenuhi segala
isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas,
maka sehurusnya Tergugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Cidera Janji)
terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan, dimana hal tersebut
juga ditegaskan dalam Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal
25 April 2015, yang pada pokoknya menegaskan segala akibat dari

perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Kantor Panitera
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Pengadilan Negeri di Kota Medan, akan tetapi Tergugat justru melaporkan
Penggugat secara pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA
Sumut), sehingga dapat dikwalifikasikan Tergugat telah melakukan
perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada
Kepolisisan Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) merupakan perbuatan
Wanprestasi atau Cidera Janji atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 16
tanggal 25 April 2015, maka sangat berdasar hukum pula bagi

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/1X/2017/SPKT | tanggal 18
September 2017 atas nama FARIDA IRWINA SEMBIRING, SP yang
merupakan karyawan Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi atau
Cidera Janji diatas telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat,
dimana kerugian materil Penggugat tersebut berupa jasa Advokat dalam
mendampingi Penggugat di Kantor Kepolisisan Daerah Sumatera Utara
(POLDA Sumut) atas Laporan Polisi Tergugat diatas serta mengajukan
Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan yaitu masing-masing sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana total biaya jasa Advokat yang

telah dikeluarkan Penggugatadalah sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta
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rupiah), sehingga apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, sangat berdasar
menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan
seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (In Kracht Van
Gewijsde);

Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada
Kepolisisan Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut), membuat Penggugat
merasa malu dan nama baik Penggugat tercemar, sehingga mengakibatkan
kerugian immateril bagi Penggugat, yang jika dinilai dengan nominal uang,
maka kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila Gugatan ini
dikabulkan nantinya, sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat
membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini
memiliki kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

Bahwa oleh karena Penggugat sangat meragukan Tergugat akan mematuhi
(lalai) dalam pelaksanaan isi putusan ini apabila gugatan dalam perkara a
quo dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat

dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,-
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(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, terhitung sejak
putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht
Van Gewijsde), hingga putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan
sempurna;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas
bukti-bukti yang otentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191
ayat (1) RBg, maka sangat berdasar menurut hukum apabila terhadap
putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta
merta (uit voerbar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan,
banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Penggugat ataupun pihak

lainnya.

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, Majelis Hakim akan

1.

mempertimbangkan segala fakta di persidangan. Adapun dasar dan pertimbangan
hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn,

sebagai berikut:%?

Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat
sebagaimana secara tersirat dalam kasus posisi di atas, dan Majelis Hakim

menyangkal dalil-dalil Tergugat, sebagai berikut:

62 1bid., hal. 25-43.
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a. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah
dibuat berdasarkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dan
oleh karena Turut Tergugat hanya menjalankan tugas frofesi Notaris dan
mencatat dan menulis apa yang telah dituangkan dalam Akta tersebut;

b. Bahwa oleh karena Turut Tergugat menolak untuk membatalkan Pasal 1
Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 karena antara satu
pasal dengan pasal lainnya berhubungan;

Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persengketaan kedua belah

pihak, yaitu: Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan

perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakanAkta Pengakuan Hutang

No 16 tanggal 25 April 2015 dan jumlah hutang yang harus dibayar sangat

merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dalam akta

tersebut yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari utang Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Untuk mendapatkan jawabannya, dan untuk menentukan apa sebenarnya
persengketaan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai

a. Apakah benarTergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah
melakukanperbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat
berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015?;

b. Apakah Pasal 1Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April

2015merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?
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Majelis Hakim mempertimbangkan tentang lahirnya perikata sebagaimana
tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015.
Majelis Hakim mempertimbangkan Wanprestasi yang dituhkan kepada
Tergugat oleh Penggugat;

Majelis Hakim Mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang
dituduhkan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Majelis Hakim mempertimbangakan keseluruhan utang Penggugat dan sisa
utang kepada Tergugat;

Majelis Hakim menolak petitum Tergugat mengenai sah atau tidaknya
laporan polisi Tergugat, karena itu bukan kewenangan Majelis Hakim
Perdata;

Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan segal bukti-butki dari
para pihak di persidangan;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa benar Penggugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16
tanggal 25 April 2015 adalah merupakan Grose Akta Pengakuan Hutang
dengan jaminan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehingga Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus memenuhi kewajibannya tersebut;
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Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi tidak membayar hutangnya sebagaimana dalam Akta Pengakuan
Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan tidak menyerahkan jaminan
Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi yang menjadi jaminan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensidi Bank Sumut No 9 Kota Medan kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-1 (Surat
Kuasa Nomor 303/RP/L/2015), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
bersamasama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat mengambil
jaminan/agunan di Bank Sumut tersebut paling lambat pada tanggal 16
Agustus 2017, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP
dan Catur Dian Mirzada menerangkan sampai gugatan ini diajukan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik

Nomor 781 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
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C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan  Nomor:

657/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn,

sebagai berikut:%

DALAM KONVENSI

1.

2.

3.

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
sebagian;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang
Nomor 16 tanggal 25 April 2015;

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain
dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk
sebagian;

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (i.c
Maroloan  Sihotang) adalah  Perbuatan  Melawan  Hukum
(Onrechtmatigedaad);

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar
kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar
Rp.441.334.000.- (Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh empat ribu rupiah), dengan tunai, sempurna dan seketika;
Menghukum  Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  untuk
membayar bunga kerugian yang dialami Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 6 (enam) persen setahun sejak
Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ditanda
tangani oleh para pihak dihadapan Rustamaji Purnomo, SH, Mkn selaku
Notaris di Medan sampai dilaksanakannya putusan ini;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi
dan menjalankan isi putusan dalam Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik)
ini;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain
dan selebihnya;

83 1bid., hal. 44.
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Menurut analisa penulis dari Putusan Majelis Hakim di atas secara tegas
terlihat bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dinyatakan
sah dan berkekuatan Hukum, artinya bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat
oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak
cacat materill dan tidak cacat formill.

Namun, penulis sangat menyangkan tidak adanya Hak tanggungan atau tidak
diletakkannya jaminan (Conservatoir beslag) dalam putusan tersebut. Menurut
penulis bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak lengkap dan tidak ada jaminan di
kemudian hari. Seharusnya diletakkan beslag terhadap harta benda yang dimiliki oleh
Penggugat sebagai pihak yang memiliki utang.

Lagipula hal ini didukung oleh Majelis Hakim sendiri dengan membenarkan
dan menegaskan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
telah  melakukan perbuatan hukum. Patut diduga bahwa Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak awal tidak memiliki etikad baik. Oleh karena
itu, untuk meneguhkan bahwa ianya mau membayar segala ganti rugi dan bunga uang
si Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu penegasan dengan meletakkan
jaminan guna menguatkan Putusan ini dan untuk menghindari perselisihan yang

berkepanjangan di antara para pihak di kemudian hari.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia masih sering
menjadi  permasalahan, karena perjanjian yang dibuat cenderung
menggunakan prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur sehingga sering
bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, hal ini
mengakibatkan perjanjian utang piutang yang dibuat menjadi perselisihan di
kemudian hari. Adapun Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Akta Pengakuan Utang dibuat secara
sepihak oleh yang punya utang (kreditur) sebagai  bentuk
pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi
utang (debitur). Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338
KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
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2. Perbedaan Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang adalah Akta
Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak di hadapan Notaris
yang merupakan perjanjian pokok utang piutang, sedangkan Akta Pengakuan
Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) atau si
peminjam sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang
dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian
hukum terhadap kreditur.

3. Menurut analisa penulis dari Putusan Majelis Hakim di atas secara tegas
terlihat bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015
dinyatakan sah dan berkekuatan Hukum, artinya bahwa Akta Pengakuan
Hutang yang dibuat oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian, tidak cacat materill dan tidak cacat formill. Namun,
penulis sangat menyangkan tidak adanya Hak tanggungan atau tidak
diletakkannya jaminan (Conservatoir beslag) dalam putusan tersebut.
Menurut penulis bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak lengkap dan tidak
ada jaminan di kemudian hari. Seharusnya diletakkan beslag terhadap harta

benda yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pihak yang memiliki utang.

B. Saran
1. Diharapkan kepada pemerintah agar merencanakan, menyusun dan

mengundangkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur
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tentang perjanjian utang piutang, sehingga ada pedoman yang jelas bagi
masyarakat dalam hal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian utang piutang.

. Perlu ada kejelasan hukum terhadap hutang piutang dengan menggunakan
peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat membedakan akta
utang piutang dengan akta pengakuan utang.

. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata apalagi
yang berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran utang, ganti rugi dan
bunga, supaya menganjurkan para pihak yang berperkara atau melettan sendiri
jaminan kepada pihak yang berutang sebagai wujud keadilan bagi si pemberi

utang.
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